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Bagian Hukum Setda Kab. Kudus

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR & TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan

1.

daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2020;

bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan
terjadinya penambahan atau pengurangan anggaran belanja
yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta penambahan anggaran
belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari
Pemcrintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan
Romawi V angka 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,
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Undang Undang Nomor  TL Tahun 1995 tentang Cuka
(Lembaran Neyara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7o,
Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomao
2013 sebagamana telah dwbah dengan Undang Undang
Nomor a9 yl'.uhtm 00, tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukar (Lembaran
Negara Republhk  Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Pambahan Lembaran Negara Repubhik  Indonesue Nomor
1755,

Undang Undang  Nomor 8 I'ahun |0aY fentang

Penyelengmaraan Negara vang Bersih dan Bebas dan Korupsi,
Kolusi, dan Nepotsme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1900 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 38a1),

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Nomor 4.280),

Undang Undang Nomor [ Fahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor §, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  keuangan  Negara
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 00,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesian Nomol
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemermntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 0§587), sebagaimana  telah  diubah beberapa  kah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor S679);
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Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admimistras)
Pemenntahan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor S601);

Peraturan  Pemenntah - Nomoi Fahun 1977 wentang

Peraturan  Gaji Pegawar Negent Siptl (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  3098),
sebagaimana telah diabah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan  Pemenntah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Kedelapan  Belas  atas  Peraturan  Pemermtah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawar Negen
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20109
Nomor 43);

Peraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
hedudukan  Keuangan  kepala Daerah dan Wakil  Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan  Pemenntah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan  Layanan Umum  (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor
4502),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5158);

Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1614);
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Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 2006 lentang ata
Cara Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 907,
Fambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomo
10044);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan Pemermtahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan  Keterangan Pertanggungawaban  kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan — Pemerintah - Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Nepara Republik Indonesin Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4693);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemernintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S105);

Peraturan  Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 lentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $804);
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas
kepada Pegawair Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomqr
S5888), sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Neg_ara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Peraturan Presiden Nomor 16 Fahun 2018 tentang Pengadaan
Barang, Jasa Pemerintah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

Peraturan Presiden Nomor &2 Tahun 2018 tentang Janunan
Kesehatan, sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Presiden Nomor 75 Fahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019
Nomor 210),

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belamja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Keschatan dalam Penyelengggaraan
Program Jaminan Keschatan (Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

Peraturan Menterj Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian  Gaji,
Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan da_n
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk TCkn.lS
Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 46);

Peraturan  Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 17);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 1j;

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2017 Nomor 26);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49);
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

L. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 378.701.780.000,00
b. Dana Perimbangan Rp1.322.846.214.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah Rp 443.234.259.000,00
Jumlah Pendapatan Rp2.144.782.253.000,00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 910.040.697.000,00
2) Belanja Bunga Rp 0,00
3) Belanja Subsidi Rp 0,00
4) Belanja Hibah Rp  53.974.734.000,00
S) Belanja Bantuan Sosial Rp  11.058.016.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp  17.092.348.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 259.289.104.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,00

Rp1.253.454.899.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp 163.849.849.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 468.288.664.000,00
3) Belanja Modal Rp 363.049.058.000,00
Rp 995.187.571.000,00

Jumlah Belanja Rp2.248.642.470.000,00
Surplus/(Defisit) Rp (103.860.217.000,00)
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3 Pembiavaan
a. Penerimaan Rp 103.860.217.000,00

b Pengeluaran Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 103.860 217 000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

tahun berkenaan Rp 0

<. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam

Lampiran | dan Lampiran Il diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

a. Lampiran [ :
1) Pendapatan Daerah, kelompok Dana Perimbangan jenis
pendapatan :
Nomor urut 4.2.3 Dana Alokasi Khusus :

semula, sebesar Rp. 0,00
berlambah/(berkurang), Rp. 259.875.684.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 259.875.684.000,00

2) Pendapatan Daerah, kelompok lain - lain pendapatan daerah
yang sah jenis pendapatan :
a. Nomor urut 4.3,1 Pendapatan Hibah :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), Rp. 63.348.500.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp 63348500000,00

b. Nomor urut 4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/ (berkurang), Rp. 10.891.000.000,00
sebesar
menjadi, sebesar Rp. 10.891.000.000,00
3) Belanja Daerah, kelompok belanja tidak langsung jenis
belanja :
a. Nomor urut 5.1.1 Belanja Pegawai :
semula, sebesar Rp. 751.757.086.000,00
bertambah/ (berkurang), Rp.  158.283.611.000,00
sebesar
menjadi, sebesar Rp.  910.040.697.000,00

b. Nomor urut 5.1.4 Belanja Hibah :

semula, sebesar Rp. 34. 138.634.000,00
bertambah/(berkurang), Rp. 19.836.100.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 53.974.734.000,00
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¢. Nomor urut 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial :

semula, sebesar Rp. 8.818.016.000,00
bertambah /(berkurang), Rp. 2.240.000.000,00
sebesar

sienindi, sebesar Rp. 11.058.016.000,00

d. Nomor urut 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa :
semula, sebesar Rp. 256.233.282.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 259.289.104.000,00

4) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :

a. Nomor urut 5.2.1 Belanja Pegawai :
Rp. 150.379.108.000,00

semula, sebesar
Rp. 13.478.756.000,00

bertambah/(berkurang),
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 163.857.864.000,00

b. Nomor urut 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa :
Rp. 393.449.662.000,00

semula, sebesar
Rp. 74.830.987.000,00

bertambah/(berkurang),
sebesar

menjadi, sebesar Rp.  468.280.649.000,00

¢. Nomor urut 5.2.3 Belanja Modal :
Rp. 297.603.328.000,00

semula, sebesar
65.445.730.000,00

bertambah/(berkurang), Rp.
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 363.049.058.000,00

b. Lampiran II :

1) Kode rekening 1.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai :

semula, sebesar Rp.  370.270.130.000,00

bertambah/(berkurang), Rp.  158.283.611.000,00
sebesar
menjadi, sebesar Rp. 528.553.741.000,00

2) Kode rekening 1.01.1.01.01.07.05 Kegiatan Peningkatan sistem

perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
(Bangub) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), Rp. 33.000.000,00,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 33.000.000,00,00
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Jhhode rekening 1.01.1.01 01 16105 Kegiatan BOS APBN .

)
semula, sebesar Rp 0,0(
bertambah (berkurang), Rp. 03,348 500.000,00
sebesar

menadi, sebesag Rp. 03,348 .500.000,00

) kode  rekening 1.01.1.01.01.16.109 Kegiatan  Pengadaan,
Pemchharaan  dan Rehabibtasi Sarana  dan  Prasarana

Pendidikan Dasar (DAK)

semula, sebesar Rp 0,00

bertambah/ (berkurang). Rp. 10.613 671.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 16.613.671.000,00

S) Kode rekening 1.01.1.01.01.18.34 Kegiatan  Fasilitast BOP
Pendidikan Anak Usia Dini (DAK) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/ (berkurang), Rp. 995.242.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 595.242.000,00

6) Kode rekening 1.02.1.02.01.36.03 Kegiatan Peningkatan
Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK Non Fisik) :
semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  1.184.301.000,00
menjadi, sebesar Rp.  1.184.301.000,00

7) Kode rekening 1.02.1.02.01.36.07 Kegiatam Peningkatan
Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK

Non Fisik) :
semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/ (berkurang), sebesar Rp.  244.822.000,00
menjadi, sebesar Rp. 244.822.000,00

8) Kode rekening 1.02.1.02.01.36.11 Kegiatan Fasilitasi Promosi
dan Pemberdayaan Kesehatan (DAK Non Fisik) :

semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  200.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 200.000.000,00

9) Kode rekening 1.02.1.02.01.37.03 Kegiatan  Peningkatan
Imunisasi dan Surveilans Wabah/KLB/Bencana (DAK Non

Fisik) :
semula, sebesar
bertambah/(berkurang), sebesar

Rp. 0,00
Rp.  118.000.000,00

menjadi, sebesar g, 118.000.000,00

% Lavs
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10) Kode rekening 1.02.1.02.01.37.06 Kegiatan  Pelavanan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Fisik)
Rp. 0,00

Rp 3 363.008 000,00
3.363.008.000,00

semula, sebesar
bertambah/(berkurang), sebesar
menjadi, sebesar Rp.

11) Kode rekening 1.02.1.02.01.37.07 Kegiatan Pelayanan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (DAK Non
Fisik) :
semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  125.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 125.000.000,00

12) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.02 Kegiatan Pelayanan dan
Pembiayaan Kesehatan (DAK Fisik) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp.  2.685.254.000,00
menjadi, sebesar Rp. 2.685.254.000,00

13) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.03 Kegiatan Pelayanan dan
Pembiayaan Kesehatan (DAK Non Fisik) :
semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 1.626.410.000,00

menjadi, sebesar Rp. 1.626.410.000,00

14) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.06 Kegiatan Pelayanan
Kefarmasian, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK Fisik) :

semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  2.237.189.000,00

menjadi, sebesar Rp. 2.237.189.000,00

15) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.07 Kegiatan Pelayanan
Kelarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan (DAK Non Fisik):

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 159.222.000,00
menjadi, sebesar Rp. 159.222.000,00

16) Kode rekening 1.02.1.02.01.38.11 Kegiatan Pelayanan
Perizinan, Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan, dan Sistem
Informasi (DAK Non Fisik):

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar  Rp. 191.776.000,00
menjadi, sebesar Rp. 191.776.000,00

%J’L./
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17) Kode rekening 1.02.1 02.01 38.18 Kegiatan Pelayanan
Kesehatan di Puskesmas (DAK Non Fisik) .

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), Rp.  11.281.139.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 11.281.139.000,00

18) Kode rekening 1.02.1.02.02.26.18 Kegiatan Pengadaan Alat-
Alat Kesehatan (DAK) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(bcrkurang), sebesar Rp. 2.398.689.000,00
menjadi, sebesar Rp 239868900000

19) Kode rekening 1.03.1.03.01.24.27 Kegiatan Optimalisasi
Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun ( DAK ) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 1.610.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 1.610.000.000,00

20) Kode rekening 1.03.1.03.01.35.01 Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap -

semula, sebesar Rp. 32.049.710.000,00
bertambah/(berkurang), Rp. 5.000.000.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp.  37.049.710.000,00

21) Kode rekening 1.03.1.03.01.35.

02 Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jala

n dan Bangunan Pelengkap

(DAK ) :
semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang)‘ Rp. 17.318.552.000,00
sebesar
menjadi, sebesar Rp. 17.318.552.000,00

22) Kode rekening 1.03.1.03.01.35.04 Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan :

semula, sebesar Rp. 3.700.000.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 5.000.000.000,00
menjadi, sebesar Rp.  8.700.000.000.00

23) Kode  rekening 1.03.1.03.01.36.02 Kegiatan
Prasarana dan Sarana Air - Minum  bagi
Berpenghasilan Rendah (DAK)

Penyediaan
Masyarakat

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 6.360.320.000,00
menjadi, sebesar Rp.  6.360 320.000,00

t§,. 5
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24) Kode rekening 1 04.1.04 01.21 02 Kegiatan Pembangunan
dan Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK) ;

Y OO
semula, sebesar Rp Q,0(
Rp 104,244 000,00

104244 .000,00

bertambah/(berkurang), sebesar
menjadi, sebesar Rp

25) Kode  rekening  2.08.1.06.01.15 13 Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Keschatan Reproduks:

(DAK Fisik) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 969.556.000,00
menjadi, sebesar Rp. 969.550 000,00

26) Kode rekening 2.08.1.06.01 15.14 Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduks:
(DAK Non Fisik) :

semula, sebesar Rp 0,00
bertambah/(berkurang)' St\bcsar Rp 2523380.000,00
menjadi, sebesar Rp. 2.523.286.000,00

27) Kode rekening 1.06.1.06.01.25.04 Kegiatan Pemberdayaan
Keluarga Miskin (DAK) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 98.026.000,00
menjadi, sebesar Rp. 98.626.000,00

28) Kode rekening 2.11.2.01.01.19.07 Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi (DAK) -

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 417.358.000,00
menjadi, sebesar Rp. 417.358.000,00

29) Kode rekening 2.06.2.06.01.18.02 Kegiatan Sosialisasi,
Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
(DAK Non Fisik):

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp.  2.435.127.000,00
menjadi, sebesar Rp.  2.435.127.000,00

30) Kode rekening 2.06.2.06.01.19.02 Kegiatan  Sosialisasi,
Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (DAK
Non Fisik) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 352.137.000,00
menjadi, sebesar Rp. 352.137.000,00

A oy
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I Kode rekening 20620

w
N

34)

35)

36)

37)

206012002 Regatan Pengelolaan
Sistem  Informas: Administrast  Kependudukan SIAK (DAK
Non Fisik)

" ) )
semula. sebesar Rp W
bertamb 1 h/ (berkur ing). sebesar Rp 56.338.000,00
Jcriambah/(berkurang). sebesar

"‘t‘““ld' Qrt\e\\-av— RP 5(‘.\"38»(]t‘\‘.L}L‘

Kode rekening 207207 U1.21.02 Kegatan Pelaksanaan
TMMD (Bangub)

semula. sebesar Rp. 2.550.000.000,00
bertambah (berkurang), sebesar Rp. 553.000.000.00
menjadi, sebesar Rp.  3.103.000.000.00

Rode rekening 2090.2 oo 01 22.05 Kegiatan Peningkatan
Keselamatan LLAJ(DAK)

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah;/ (berkurang), sebesar  Rp. 335.302.000,00
menjadi, sebesar Rp. 335.302.000,00

Kode rekening 3.02.2.16.01.18.07 Kegiatan Peningkatan dan
Pengembangan Promosi Pariwisata (DAK) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang). sebesar  Rp. 961.404.000,00
menjadi, sebesar Rp. 961.404.000.,00

Kode rekening 2.16.2. 10.01.19.04 Kegiatan Operasional
Pengelolaan UPTD Museum dan Taman Budaya (DAK) :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 1.200.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 1‘200.000.000,00

Kode rekening  3.03.3.03.01.27.04 Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan
(DAK):

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 1.650.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 1‘650.000.000,00

Kode rekening 4.01.4.01.03.07.07.03 Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur
semula, sebesar Rp. 28.079.006.000.00
bertambah/ (berkurang), Rp. 0,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 28.079.006.000,00

~
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38) Kode rekening 4.01.4.01.03.07.07.06 Kegiatan Pelayanan
Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian :
Rp. 1.230.664.000,00

semula, sebesar
Rp. 0,00

bertambah/(berkura ng),
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 1.230.664.000,00

39) Kode rekening 4.01.4.01.06.09.07.03 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur :
semula, sebesar Rp. 162.603.000,00

bcrtambah/(berkurang), sebesar Rp. 0,00

menjadi, sebesar Rp. 162.603.000,00

40) Kode rekening 4.01.4.01.08.07.03 Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur :
407.782.000,00

semula, sebesar Rp.
bertambah/(berkurang), sebesar ~ Rp. 0,00
menjadi, sebesar Rp. 407.782.000,00

41) Kode rekening 4.03.4.03.01.21.20 Kegiatan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah/SPPD (Bangub) :
semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), sebesar  Rp. 305.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 305.000.000,00

42) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.2.3 Dana Alokasi

Khusus ;

semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah/(berkurang), Rp.  259.875.684.000,00

sebesar

menjadi, sebesar Rp. 259875684000,00
43) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3 1 Pendapatan Hibah :

semula, sebesar Rp. 0,00

bertambah /(berkurang), Rp.  63.348.500.000,00

sebesar

menjadi, sebesar Rp. 63.348.500.000,00

44) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.5 Bantuan Keuangan
dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

semula, sebesar Rp. 0,00
bertambah/(berkurang), Rp.  10.891.000.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp. 10.891.000.000,00

%/AV
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45) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.4 Belanja Hibah :
Rp. 34.138.634.000,00

semula, sebesar
Rp. 19.836.100.000,00

bertambah/(berkurang),
sebesar i
menjadi, sebesar Rp. 53.974.734.000,00
46) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan
Sosial :
semula, sebesar

bertambah/(berkurang),
sebesar

menjadi, sebesar

Rp.  8.818.016.000,00
Rp.  2.240.000.000,00

Rp. 11.058.016.000,00

47) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa :
Rp. 17.092.348.000,00

semula, sebesar
0,00

bertambah/ (berkurang), Rp.

sebesar

menjadi, sebesar Rp. 17.092.348.000,00

48) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan
Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa :

semula, sebesar Rp. 256.233.282.000,00

bertambah/(berkurang), Rp. 3.055.822.000,00
sebesar
menjadj, sebesar Rp 259289104000,00

49) Kode  rekening  4.04.4.04.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Sebelumnya :

semula, sebesar Rp. 100.804.395.000,00
bertambah/(berkurang), Rp. 3.055.822.000,00
sebesar

menjadi, sebesar Rp.  103.860.217.000,00

Rincian Lampiran | dan Lampiran Il sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan hurufl b tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.

3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III diubah sebagai berikut :

1) Kode rekening 5.1.4.05 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi :

semula, sebesar Rp. 23.753.634.000,00
bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  17.675.658.000,00
menjadi, sebesar Rp.  41.429.292.000,00
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2) Kode rekening 5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota

Masyarakal :
Semu]a, scbcsar Rp 10.385.000.000,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp. 1.900.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 12.285.000.000,00

Rincian Lampiran [l sebagaimana dl'makSL.Id. pada angka 3
tercantum dalam Lampiran IIl Peraturan Bupati ini.

4. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV diubah sebagai berikut :

Kode rekening 5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota

Masyarakat:
semula, sebesar Rp. 2.596.280.000,00

bertambah/(berkurang), sebesar Rp.  2.240.000.000,00
menjadi, sebesar Rp. 4.836.280.000,00

Rincian Lampiran [V sebagaimana dimaksud pada angka 4
tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,

pada tanggal 28 fepnyqpi 202,

PIt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

e ———

HARTOPO

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 928§ &VMI’I 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Yok w

SAM’ANI INTAK >
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 5

(I
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